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ABSTRAK: Bank lebih sering menggunakan lelang sebagai cara penyelesaian hak tanggungan sebab itu merupakan 
cara terakhir yang dapat dilakukan oleh bank setelah cara-cara penyelesaian lainnya yang ditawarkan tidak 
ditanggapi oleh debitor. Bank sebenarnya lebih menyukai penjualan di bawah tangan atau cara kekeluargaan lainnya 
untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet debitor. Tetapi hal tersebut susah dilakukan karena harus mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari debitor. Persetujuan susah didapatkan sebab kebanyakan debitor sudah tidak 
mempunyai itikad yang baik lagi. Bentuk perlindungan hukum kepada debitor sebatas pada pelaksanaan lelang saja, 
di mana pelaksanaan lelang harus mengikuti peraturan yang berlaku. Bank sebagai kreditor memberikan 
perlindungan hukum dengan cara tidak langsung melakukan lelang apabila kredit bermasalah. Bank memberikan 
peringatan-peringatan terlebih dahulu kepada debitor. Selain itu juga melakukan negosiasi dengan debitor untuk 
mencari jalan keluar yang terbaik. Kalau tidak menemui kesepakatan baru dilakukan lelang. 
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A. Latar Belakang 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya 
untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 
hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 
lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari 
aspek sosial dan ekonomi, penegakan hukum dan 
pemberlakuan peraturan serta kaidah-kaidah hukum 
normatif sangatlah mutlak dilakukan, demi terciptanya 
suasana ekonomi yang kondusif serta menciptakan 
kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan transaksi 
perdagangan dewasa ini tidak jarang menimbulkan 
masalah, sehingga dibutuhkan penyelesaian secara 
hukum atas masalah-masalah yang timbul tersebut, 
untuk mendukung percepatan pembangunan 
perekonomian  nasional agar tetap maju dan 
berkembang. Percepatan pembangunan 
perekonomian nasional jelas membutuhkan dana yang 
tidak sedikit. Untuk memelihara pembangunan 
perekonomian nasional tadi, para pelaku ekonomi baik 
perorangan, badan hukum atau badan usaha, 
pemerintah maupun swasta memerlukan sumber dana 
yang umumnya diperoleh melalui berbagai fasilitas 
perkreditan yang disediakan lembaga perbankan. 
Untuk menjawab tantangan pembangunan di bidang 
ekonomi, khususnya di bidang perkreditan pada 
lembaga perbankan, maka kehadiran Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan  
Tanah (yang selanjutnya ditulis Undang-Undang Hak 
Tanggungan) merupakan suatu kebijakan yang tepat, 
oleh karena semakin meningkatnya kegiatan 
perekonomian maka menghendaki tersedianya 
perangkat hukum yang dapat menampung 
peningkatan perkreditan yang semakin kompleks. 
Dalam konteks inilah Undang-Undang Hak 
Tanggungan diharapkan berfungsi memberi 
keseimbangan dalam perlindungan maupun jaminan 
kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan. 
Permasalahan yang timbul kemudian apabila pada 
waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan debitor 
lalai dalam memenuhi janjinya (wanprestasi), sehingga 
kreditor pemegang hak tanggungan atas objek 
jaminan memilih menyelesaikan pelunasan piutangnya 
terhadap debitor melalui lelang. Cara ini sebenarnya 
sah-sah saja menurut Undang-Undang Hak 
Tanggungan. Dalam Undang-Undang Hak 
Tanggungan dikatakan apabila debitor cedera janji, 
maka berdasarkan 1) hak pemegang Hak Tanggungan 
pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Pasal 20 ayat 
(1) huruf a); 2) title eksekutorial yang terdapat dalam 
sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual 
melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan 
dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor 
lainnya (Pasal 20 ayat (1) huruf b); 3) atas 
kesepakatan pemberi dan pemegang Hak 
Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat 
dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian 
itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang 
menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2)). 
Persoalan yang timbul kemudian setelah 
diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
93/PMK.06/2010 menggantikan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
150/PMK.06/2007, dan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 61/PMK.06/2008 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang. Dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 dikatakan bahwa 
lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun hanya 
diikuti oleh satu orang peserta lelang (Pasal 4 ayat 
(1)). Padahal pengertian lelang itu sendiri adalah 
penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang 
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai 
harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman 
lelang (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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93/PMK.06/2010, Pasal 1 angka 1). Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat diketahui bahwa jual beli 
yang dilakukan secara lelang menghendaki adanya 
tawar-menawar harga sehingga dapat mencapai harga 
tertinggi, dimana kegiatan tawar-menawar tersebut 
hanya dapat dilakukan apabila lebih dari satu orang. 
Jadi apabila hanya diikuti oleh satu orang maka 
kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai lelang 
melainkan jual beli biasa. Selain itu dengan hanya 
diikuti oleh satu orang dapat memungkinkan timbulnya 
kecurangan dalam proses lelang, misalnya 
memberikan penawaran harga terhadap objek hak 
tangggungan yang jauh dari harga pasaran. Hal ini 
jelas dapat menimbulkan kerugian kepada debitor. 
1. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penulisan karya 
ilmiah ini adalah sebagai berikut:  
1. Apakah alasan kreditor memilih 
penyelesaian hak tanggungan dengan 
cara lelang? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi 
debitor dalam proses lelang ? 
 
2. Batasan Masalah 
Penyelesaian hak tanggungan dengan cara lelang 
oleh Kreditur dan perlindungan hukum bagi debitor 
dalam proses lelang, terutama yang berlaku di bank-
bank di Indonesia. 
3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam 
penelitian  ini adalah sebagai berikut: 
a. Mengetahui alasan-alasan yang menjadi 
penyebab kreditur memilih cara lelang 
untuk menyelesaikan hak tanggungan. 
b. Mengetahui bentuk perlidungan hukum 
bagi debitur yang ditagih melalui cara 
lelang. 
 
4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 
1. Kegunaan teoritis, dapat dijadikan sumber 
pemikiran dalam rangka pengembangan 
ilmu hukum yang berkaitan dengan 
pelaksanaan lelang sebagai alternatif 
penyelesaian hak tanggungan. 
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi-bagi para praktisi hukum 
dan penegak hukum khususnya yang 
berkaitan dengan hak tanggungan dan 
pelaksanaan lelang sehingga dapat 
mendukung dan menciptakan kondisi 
penegakan hukum yang baik serta 
perekonomian yang maju dan 
berkembang.  
 
5. Metode Penelitian 
Metode penelitian Normatif dengan menggunakan 
sumber data antara lain perturan perundang-
undangan, buku-buku, internet. 
 
B. Kerangka Teori 
Hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah (yang selanjutnya disebut 
Undang-Undang Hak Tanggungan) adalah: “hak 
tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 
berkaitan atas tanah, yang selanjutnya disebut hak 
tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 
pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau 
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
diutamakan kreditur tertentu dengan kreditur-kreditur 
lainnya”. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 
(2005:13), dari rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Hak Tanggungan dapat diketahui bahwa: 
“pada dasarnya suatu hak tanggungan adalah suatu 
bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak 
mendahului, dengan objek jaminan berupa hak-hak 
atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria”. Sifat Dan Ciri Hak Tanggungan berdasarkan 
Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan 
sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan 
mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, 
mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagai berikut : 
memberikan kedudukan yang diutamakan atau 
mendahului kepada pemegangnya (kreditor tertentu), 
selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan 
siapapun objek itu berada, memenuhi asas spesialitas 
dan asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak 
ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak 
pihak yang berkepentingan, mudah dan pasti 
pelaksanaan eksekusinya, hak tanggungan tidak dapat 
dibagi-bagi, hak tanggungan merupakan perjanjian 
accesoir. Objek dan Subjek Hak Tanggungan dalam 
Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan 
menyebutkan bahwa yang menjadi objek hak 
tanggungan adalah : Hak milik, Hak guna usaha, Hak 
guna bangunan, Hak pakai atas Negara, yang menurut 
ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut 
sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani 
hak tanggungan. Subjek hak tanggungan adalah: 
Pemberi hak tanggungan, dalam Pasal 8 ayat (1) dan 
(2) Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan, 
pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan 
atau badan hukum yang mempunyai kewenangan 
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek 
hak tanggungan yang bersangkutan. Pemegang hak 
tanggungan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Hak Tanggungan: “Pemegang hak 
tanggungan adalah orang perorangan atau badan 
hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 
berpiutang”. Hapus dan Beralihnya Hak tanggungan 
dalam Pasal 18  Undang-Undang Hak Tanggungan 
disebutkan sebab-sebab hapusnya hak tanggungan 
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sebagai berikut: Hapusnya hutang yang dijamin 
dengan hak tanggungan; Dilepaskannya hak 
tanggungan oleh pemegang hak tanggungan; 
Pembersihan hak tanggungan berdasarkan peringkat 
oleh ketua pengadilan negeri; Hapusnya hak atas 
tanah yang dibebani hak tanggungan. Beralihnya Hak 
Tanggungan, konsekuensi dari sifat accesoir hak 
tanggungan menurut Asser-Rutten (J. 
Satrio,1997:110) perjanjian accesoir adalah perjanjian 
yang memiliki ciri-ciri: Tidak dapat berdiri sendiri; 
Adanya atau timbulnya atau hapusnya tergantung dari 
perikatan pokok; Apabila perikatan pokoknya 
dialihkan, accesoirnya turut beralih. Dasar beralihnya 
hak tanggungan menurut Pasal 16 Undang-Undang 
Hak Tanggungan, antara lain: (1) Cessie. Menurut J. 
Satrio (1995:30) : “dengan cessie, maka seorang 
kreditur baru berhak untuk menagih utang debitur dan 
apabila debitur wanprestasi wewenang untuk 
mengeksekusi hak tanggungan, baik berdasarkan 
grosse sertifikat hak tanggungan maupun atas dasar 
haknya untuk menjual atas kekuasaannya sendiri”. (2) 
Subrogatie. Menurut Pasal 1400 KUHPerdata, 
“subrogatie adalah penggantian hak-hak kreditor oleh 
seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si 
berpiutang”. (3) Merger. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) 
Undang-Undang Hak Tanggungan dikatakan “yang 
dimaksud dengan sebab-sebab lain misalnya dalam 
hal terjadi pengambilalihan atau penggabungan 
perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya 
piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan 
yang baru”. Proses penggabungan ini dikenal dengan 
nama merger. Eksekusi Hak Tanggungan, 
berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Hak 
Tanggungan, kemudahan yang disediakan oleh 
undang-undang dalam rangka eksekusi atas objek hak 
tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara (Boedi 
Harsono, 1999:459) sebagai berikut : (1) Hak 
pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual 
objek hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 6 undang undang nomor 4 tahun 1996 
tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda 
benda yang berkaitan dengan tanah. (2) Titel 
eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak 
tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (3) 
Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan. 
 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ada 3 cara 
eksekusi hak tanggungan yaitu: (1) Hak pemegang 
hak tanggungan untuk menjual hak tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum; (2) 
Eksekusi atas titel eksekutorial yang terdapat pada 
Sertifikat Hak Tanggungan; (3) Eksekusi di bawah 
tangan. Meskipun Undang-Undang Hak Tanggungan 
memberikan beberapa cara eksekusi hak tanggungan 
namun dalam praktiknya bank sebagai pemegang hak 
tanggungan atau kreditor lebih memilih atau lebih 
sering melakukan penyelesaian hak tanggungan 
dengan cara lelang. Penjualan di bawah tangan harus 
ada persetujuan dari debitor terlebih dahulu. Padahal 
kalau kredit macet itu berarti menandakan sudah tidak 
ada lagi itikad baik dari debitor. Jika itikad baik sudah 
tidak ada lagi maka pasti akan susah untuk meminta 
persetujuan dari debitor. Jadi memang lelang cara 
yang paling cepat dan terjamin. Sebenarnya kalau 
dikatakan lebih memilih lelang tidak juga karena ada 
yang diselesaikan di bawah tangan. Cuma dari pihak 
bank sendiri lebih menyukai penjualan di bawah 
tangan karena menghindari gugatan dari debitor. 
Sebelum bank memutuskan menyelesaikan dengan 
cara lelang, yang pertama dilakukan adalah 
mengusahakan tetap menagih terlebih dahulu. 
Kemudian dilakukan negosiasi dan menyuruh debitor 
menjual sendiri. Kalau masih tidak mau baru dilakukan 
lelang. Lelang merupakan cara yang paling cepat dan 
aman dibandingkan penjualan di bawah tangan. 
Sebab penjualan di bawah tangan membutuhkan 
persetujuan dari debitor. Padahal persetujuan inilah 
yang susah diperoleh. Lelang diatur dalam Undang-
Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sehingga 
kelembagaannya jelas, lebih cepat, dan biayanya lebih 
murah. Meskipun demikian bank menggunakan lelang 
sebagai cara terakhir kalau sudah tidak ada lagi cara 
yang bisa ditempuh. Terkait dengan peraturan yang 
memperbolehkan satu orang peserta lelang saja, baik 
pihak bank maupun KPKNL tidak dapat berbuat apa-
apa selain hanya mengikuti dan melaksanakan 
peraturan dari Menteri Keuangan tersebut. Meskipun 
sebenarnya dengan adanya peraturan tersebut maka 
makna dari lelang itu sendiri sudah dapat dikatakan 
hilang, sebab dengan hanya satu orang peserta maka 
tidak dapat dilakukan proses tawar menawar baik 
penawaran dengan harga meningkat ataupun 
penawaran dengan harga menurun. Perlindungan 
hukum bagi debitor tidak secara jelas diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Perlindungan 
hukum bagi debitor yang berkaitan dengan lelang bisa 
ditemukan pada Pasal 12 Undang-Undang Hak 
Tanggungan yang berbunyi “Janji yang memberikan 
kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 
untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor 
cidera janji, batal demi hukum”. Menurut Purnama 
(Purnama T. Sianturi, 2008:81-82), hak untuk menjual 
objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 
sebagai hak berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang 
Hak Tanggungan merupakan hak yang demi hukum 
dipunyai oleh pemegang hak tanggungan, harus 
dibatasi dengan:  
(a) Pengaturan bahwa pemegang hak 
tanggungan pertama dilarang melakukan 
pembelian langsung melalui lelang. Hal ini 
perlu demi melindungi kepentingan dari 
pemberi hak tanggungan dari tindakan 
sewenang-wenang pemegang hak 
tanggungan pertama. Lelang berdasarkan 
Pasal 6 ini, nilai limit/harga limit ditentukan 
sendiri oleh pemegang hak tanggungan, 
karenanya jika hukum memungkinkan 
pemegang hak tanggungan pertama juga 
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sebagai pembeli lelang, maka kewenangan 
yang berlebihan tersebut cenderung dapat 
disalahgunakan, karena pemegang hak 
tanggungan akan menentukan berapa besar 
harga dan akan membeli sendiri, kemudian 
dengan leluasa menjual kepada pihak lain 
dengan harga yang lebih tinggi. Keadaan ini 
tidak memberikan perlindungan akan hak 
debitor/pemberi hak tanggungan memperoleh 
harga yang pantas atas agunannya dan 
memperoleh pelunasan hutang yang 
jumlahnya adil. Larangan sebagai pembeli 
lelang terhadap pemegang hak tanggungan 
pertama perlu, karena adanya Pasal 6 huruf 
(k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, yang selanjutnya diatur dalam 
Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 
Mei 2006, memungkinkan kreditor bank 
pemerintah membeli agunannya melalui 
lelang, untuk pembeli yang akan ditunjuk 
kemudian, dengan menyatakan bahwa 
pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain 
yang ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun. Ketentuan yang berlaku bagi 
bank pemerintah tersebut tidak berlaku bagi 
bank kreditor dengan posisi pemegang hak 
tanggungan pertama, karena pembelian 
agunan sendiri oleh kreditor bank pemerintah 
dilakukan atas lelang yang harga limit/nilai 
limit tidak ditentukannya sendiri melainkan 
dengan campur tangan PUPN/Pengadilan. 
(b) Pengaturan bahwa nilai limit/harga limit 
ditetapkan oleh apraisal independen. 
Penilaian oleh apraisal independen tanpa 
memiliki kepentingan atas kreditor dan debitor 
akan melindungi debitor dari kesewenangan 
penentuan nilai agunan oleh pemegang hak 
tanggungan pertama dan memberi keadilan 
kepada debitor.  
KPKNL mempunyai pandangan tersendiri mengenai 
perlindungan yang diberikan kepada debitor. KPKNL 
memberikan perlindungan hukum sebatas pada 
pelaksanaan lelangnya saja, di mana pelaksanaan 
lelang harus mengikuti syarat-syarat berdasarkan 
peraturan yang berlaku. Mengenai Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang 
memperbolehkan lelang dapat dilaksanakan walau 
hanya diikuti oleh satu orang. Maksud dari peraturan 
tersebut agar proses lelang bisa efisien dan cepat. 
Apabila mengharuskan minimal dua orang peserta 
lelang maka akan menyulitkan terjadinya proses lelang 
karena susah menemukan peminat lelang.  Meskipun 
melaksanakan lelang sesuai dengan peraturan yang 
ada, tidak menutup kemungkinan KPKNL akan digugat 
oleh debitor bahwa hukum memungkinkan pihak yang 
merasa dirugikan dalam proses lelang yang dilakukan 
KPKNL dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 
Secara nasional sudah pernah terjadi debitor 
menggugat kreditor dan KPKNL. Ada pun yang 
menjadi alasan debitor mengajukan gugatan karena 
perbuatan melawan hukum baik yang menyangkut 
proses terjadinya lelang maupun harga yang dianggap 
terlalu rendah. Mengenai harga itu menjadi urusan 
kreditor sebab kreditor yang menentukan nilai limit. 
Dalam proses persidangan KPKNL hanya menjawab 
soal proses pelaksanaan lelang saja. Mengenai nilai 
limit yang ditentukan oleh bank, pada dasarnya yang 
punya barang adalah bank. Jadi kalau bank mau 
menjual hanya sesuai dengan nilai utangnya 
sebenarnya tidak masalah. Ini merupakan kesalahan 
debitor,kenapa tidak mau menjual sendiri ketika 
ditawarkan oleh bank. Meskipun jaminan berada 
dalam penguasaan bank tetapi bank dalam hal ini 
hanya sebagai penjual, barang tersebut tetap 
merupakan milik debitor sehingga bertentangan 
dengan kepatutan dan melanggar hak pemilik barang 
apabila pihak bank menjualnya dengan harga yang 
murah. Bank seharusnya mempunyai kewajiban untuk 
mengoptimalkan harga jual barang jaminan milik 
debitor. Selain KPKNL, penulis juga akan menguraikan 
perlindungan hukum dari sudut pandang bank. Bank 
sebagai kreditor mempunyai cara yang berbeda dari 
KPKNL dalam memberikan perlindungan hukum 
kepada debitor. Bank sudah memberikan perlindungan 
hukum yang cukup kepada debitor. Sebab ketika 
debitor sudah masuk kategori macet dilakukan 
komunikasi dan negosiasi, diantaranya menawarkan 
kepada debitor untuk menjual sendiri agunannya tetapi 
ada debitor yang tidak mau peduli, nanti kalau sudah 
mau dilelang baru diprotes. Untuk melakukan lelang 
maka debitor harus masuk kategori macet. Ketentuan 
untuk memasukkan debitor dalam kategori macet 
tergantung dari masing-masing bank. Berdasarkan 
peraturan dari Bank Indonesia lewat 6 bulan berturut-
turut sudah harus dilelang. Untuk BRI 6 bulan berturut-
turut tidak bayar maka dikategorikan macet tetapi bisa 
juga kurang dari 6 bulan, tergantung dari debitornya. 
Kalau dilihat debitor sudah tidak mempunyai itikad baik 
maka walaupun masih satu bulan sudah dinyatakan 
macet dan dilelang. Bank sudah memberikan 
perlindungan hukum yang cukup kepada debitor sebab 
ada 5 tahapan sebelum debitor dikategorikan macet. 
Tahap 1: Lancar. Pada tahap ini tidak ada masalah, 
debitor membayar angsuran pokok dan bunga sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan; Tahap 2: 
Perhatian khusus. Umur tunggakan 1-90 hari. Dalam 
tahap ini sudah diberikan surat peringatan 1,2, dan 3 
yang isinya memberitahukan besar tunggakan dan 
tanggal pembayaran; Tahap 3: Kurang lancar. Umur 
tunggakan 91-120 hari. Dalam tahap ini diberikan surat 
pemberitahuan pemasangan plakat. Biasanya dalam 
tahap ini debitor sudah disuruh untuk mulai menjual 
sendiri; Tahap 4: Diragukan. Umur tunggakan 121-180 
hari. Dalam tahap ini sudah diadakan persiapan untuk 
lelang; dan Tahap 5: Macet. Dalam tahap ini berkas 
sudah dimasukkan ke KPKNL. Meskipun demikian 
tetap diberikan kesempatan untuk menjual sendiri 
sampai satu hari sebelum pelaksanaan lelang”.     
Bank tentu saja memberikan perlindungan hukum 
kepada debitor. Langkah-langkah yang dilakukan oleh 
bank harus tunduk pada peraturan-peraturan Bank 
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Indonesia. Kalau tidak tunduk bank pasti akan 
dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Hal-hal yang 
dilakukan bank antara lain sehari setelah wanprestasi 
bank memberikan Surat Peringatan 1 sampai Surat 
Peringatan 3, melakukan negosiasi diantaranya 
menyuruh menjual sendiri jaminannya, mengkorankan, 
dan memberitahukan tempat dan waktu pelaksanaan 
lelang. Ketika debitor sudah mulai bermasalah, bank 
sudah melakukan berbagai macam langkah-langkah 
antisipasi berupa memberikan surat peringatan dan 
melakukan negosiasi apakah melakukan rescheduling, 
reconditioning, restructuring, atau menjual sendiri 
tetapi debitor tetap cuek dan tidak menanggapi solusi 
yang ditelah ditawarkan oleh pihak bank. Jadi bisa 
dikatakan kalau bank sudah lebih dari cukup 
memberikan perlindungan hukum kepada debitor. 
Berdasarkan hal tersebut penulis dapat mengatakan 
bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak 
bank kepada debitor sudah sesuai dengan peraturan 
dari Bank Indonesia. Di mana sebelum debitor 
dimasukkan dalam kategori macet sudah banyak cara 
yang dilakukan oleh bank. Meskipun cara-cara 
penyelesaian tersebut telah ditawarkan oleh pihak 
bank kepada debitor namun tidak ada tanggapan dari 
debitor. Dengan demikian dapat dikatakan debitor 
sudah tidak mempunyai itikad yang baik lagi untuk 
menyelesaikan permasalahan kreditnya sehingga 
bank harus menggunakan cara terkahir untuk 
menyelesaikannya yaitu melalui lelang. 
D. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka 
penulis menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 
1. Bank lebih sering menggunakan lelang sebagai 
cara penyelesaian hak tanggungan sebab itu 
merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan 
oleh bank setelah cara-cara penyelesaian lainnya 
yang ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitor. 
Bank sebenarnya lebih menyukai penjualan di 
bawah tangan atau cara kekeluargaan lainnya 
untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet 
debitor. Tetapi hal tersebut susah dilakukan 
karena harus mendapat persetujuan terlebih 
dahulu dari debitor. Persetujuan susah didapatkan 
sebab kebanyakan debitor sudah tidak mempunyai 
itikad yang baik lagi.  
2. KPKNL memberikan bentuk perlindungan 
hukum kepada debitor sebatas pada pelaksanaan 
lelang saja, di mana pelaksanaan lelang harus 
mengikuti peraturan yang berlaku. Bank sebagai 
kreditor memberikan perlindungan hukum dengan 
cara tidak langsung melakukan lelang apabila 
kredit bermasalah. Bank memberikan peringatan-
peringatan terlebih dahulu kepada debitor. Selain 
itu juga melakukan negosiasi dengan debitor untuk 
mencari jalan keluar yang terbaik. Kalau tidak 
menemui kesepakatan baru dilakukan lelang.  
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